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TENT ANG 

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN 

KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA 

YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN 

BARANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 206a ayat (4) 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 

tentang Angkutan di Perairan, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Tata Cara dan Persyaratan 

Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk 

Kegiatan Lain di Wilayah Perairan Indonesia yang Tidak 

Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang; 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4849); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di 

Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5208); 

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1756); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA 

DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PERSETUJUAN 

PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN DI 

WILAYAH PERAIRAN INDONESIA YANG TIDAK TERMASUK 

KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN BARANG. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Persetujuan Penggunaan Kapal Asing yang selanjutnya 

disingkat PPKA adalah perizinan berusaha yang diberikan 

kepada Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang 

mengoperasikan Kapal Asing di wilayah perarran 

Indonesia untuk melakukan kegiatan lain yang tidak 

termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/ atau 

barang. 

2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis 

tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga 

mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk 

kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di 

bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan 

terapung yang tidak berpindah-pindah. 

3. Pemilik Pekerjaan adalah pemerintah atau badan usaha 

yang membutuhkan Kapal dengan jenis dan spesifikasi 

tertentu untuk kegiatan lain di wilayah perairan Indonesia 

yang tidak termasuk mengangkut penumpang dan/atau 

barang. 

4. Ka pal Asing adalah kapal berbendera selain bendera 

Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar Kapal Indonesia. 

5. Kapal Berbendera Indonesia adalah Kapal yang telah 

didaftarkan dalam daftar Kapal Indonesia. 

6. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan 

laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang 

diselenggarakan oleh Perusahaan Angkutan Laut 

Nasional. 

7. Tim Evaluasi yang selanjutnya disebut Tim adalah tim 

yang melakukan evaluasi terhadap permohonan PPKA. 
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8. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan 

angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang 

melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah 

perairan Indonesia dan/ atau dari dan ke pelabuhan di 

luar negeri. 

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang transportasi. 

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan 

Laut. 

Pasal 2 

( 1) Ka pal Asing dapat melakukan kegiatan lain di wilayah 

perarran Indonesia yang tidak termasuk kegiatan 

mengangkut penumpang dan/ atau barang dalam hal 

Kapal Berbendera Indonesia belum tersedia. 

(2) Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memiliki PPKA yang ditetapkan oleh Menteri. 

(3) Menteri dalam menerbitkan PPKA sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) melimpahkan kewenangannya kepada 

Direktur Jenderal. 

(4) Direktur Jenderal dalam menerbitkan PPKA sebagimana 

dimaksud pada ayat (3) bertindak untuk dan atas nama 

Menteri Perhubungan. 

(5) PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimiliki 

sebelum Kapal Asing masuk di wilayah perairan Indonesia. 

(6) Kegiatan lain di wilayah perairan Indonesia yang tidak 

termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau 

barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

kegiatan: 

a. survei minyak dan gas bumi; 

b. penge boran; 

c. konstruksi lepas pantai; 

d. penunjang operasi lepas pantai; 

e. pengerukan; 

f. salvage dan pekerjaan bawah air. 
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(7) Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 

Kapal Asing dapat melakukan kegiatan kelistrikan dan 

konstruksi pembangunan dermaga. 

(8) Jenis kegiatan dan jenis Kapal yang dapat diberikan PPKA 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

Pasal 3 

(1) Dalam hal Kapal Asing melakukan kegiatan lain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), 

perigoperasian Kapal Asing wajib dilakukan oleh 

Perusahaan Angkutan Laut Nasional. 

(2) Perusahaan Angkutan Laut Nasional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab sepenuhnya 

terhadap penggunaan Kapal Asing yang melakukan 

kegiatan lain di wilayah perairan Indonesia yang tidak 

termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/ a tau 

barang sampai dengan keluar dari wilayah perairan 

Indonesia. 

BAB II 

PERSYARATAN DAN TATA CARA PPKA 

Pasal4 

(1) Untuk memperoleh PPKA, Perusahaan Angkutan Laut 

Nasional mengajukan permohonan kepada Menteri 

melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan 

persyaratan: 

a. rencana kerja yang meliputi jadwal kegiatan, lingkup 

pekerjaan yang dilengkapi dengan justifikasi 

kebutuhan Kapal, dan wilayah kerja yang ditandai 

dengan koordinat geografis; 

b. kontrak kerja antara Pemilik Pekerjaan dan 

Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan/ atau surat 

penunjukan dari Pemilik Pekerjaan kepada 

Perusahaan Angkutan Laut Nasional; 
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c. perjanjian sewa (charter party) antara Perusahaan 

Angkutan Laut Nasional dan pemilik Kapal Asing; 

d. salinan surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut 

atau surat sertifikat standar angkutan laut yang telah 

mendapatkan pengesahan; 

e. salinan surat tanda pendaftaran dan kebangsaan 

Kapal Asing 

f. salinan surat ukur Kapal Asing; 

g. salinan sertifikat klasifikasi yang masih berlaku; 

h. salinan sertifikat keselamatan dan keamanan Kapal 

Asing yang masih berlaku; 

1. salinan sertifikat manajemen keselamatan Kapal 

Asing yang masih berlaku; 

J. daftar / sijil awak Ka pal Asing yang ditandatangani 

oleh nakhoda Kapal; 

k. bukti pengumuman pengadaan Kapal Berbendera 

Indonesia; dan 

1. surat keterangan dari pemilik kapal asmg yang 

menerangkan bahwa bersedia menenma dan 

menempatkan taruna dan/ atau taruni praktek 

praktik laut dari sekolah pelayaran nasional. 

(2) Dalam hal jerns Kapal tidak memiliki sertifikat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, pemohon 

harus melampirkan Mobile Offshore Drilling Unit Safety 

Certificate atau surat keterangan dari badan klasifikasi. 

(3) Penerimaan dan penempatan taruna dan/ a tau taruni 

praktik laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 

mengacu pada standar operasional prosedur yang disusun 

oleh Direktur J enderal. 

Pasal 5 

(1) Permohonan PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (1) harus diajukan melalui layanan aplikasi dalam 

jaringan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam 

waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan 

menggunakan format contoh 1 Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 








































































